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Sejak berlakunya Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia
{(Lembaran Negara 1950 No. 30) mulai tanggal 9 Mei 1950 maka ternyata,
bahwa dalam perkara perdata diajukan permohonan-permohonan untuk
pemeriksaan kasasi dengan perantaraan panitera lain daripada yang telah
ditunjuk oleh Undang-undang tersebut, sedang terkadang-kadang juga berkas-
berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung dengan tidak ada
pemberitahuan yang diharuskan kepada pihak lawan dan bahkan ada kejadian
bahwa panitera yang bersangkutan lalai untuk membuatkan keterangan tentang
penerimaan permohonan kasasi.

Menurut pendapat Mahkamah Agung semua kesalahan-kesalahan dan
kealpaan ini, yang sangat melambatkan jalanmnya peradilan maupun tambahan
pekerjaan yang tidak berguna kepada Mahkamah Agung oleh karena berkas-
berkas perkara harus dikembalikan untuk dipenuhi lebih dahulu peraturan-
peraturan yang diharuskan, dapat dicegah, apabila panitera-panitera yang
bersangkutan mempelajari dengan baik dan seksama peraturan-peraturan yang
sebetulnya adalah sederhana, mengenai pemasukan permoheonan kasasi,
termaktub dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran
Negara 1950 No. 30).

Akan tetapi dapat kiranya disini diakuai, bahwa peraturan di atas
bukannya tidak hanya mempunyai kekurangan-kekurangan dan juga tidak
menjawab beberapa pertanyaan yang timbul pada waktu pelaksanaannya,
sedang selanjutnya menurut Mahkamah Agung bukan tidak mungkin bahwa
beberapa pengadilan atau Hakim belam menerima teks Undang-undang
tersebut secara resmi, meskipun Undang-undang itu telah lebih dari setahun
diumumkan.



Untuk menghindarkan kesukaran-kesularan yang banyak terjadi di dalam
praktek dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul berhubungan dengan itu, pun
juga uniuk mendorong pelaksanaan yang sama dari peraturan-peraturan yang
bersangkutan oleh paniiera-panitera dari semua pengadilan dan Hakim di
selurul Indonssia. menurut pendapat Mahkamah Agung perlu kiranya
diberikan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi beberapa panitera mengenal
penafsiran dari peraturan- pera‘{umn Undang-undang kasasi dalam perkara-
perkara perdata. .

Di bawah ini akan dibicarakar; ;3el'aturan—peraturan tersebut secara Pasal
demi Pasal.

Pasal 19

Permohonan kasasi yang dimajukan oleh pihak yang berkepentingan
tidak dapat diterima, jika mereka belum atau tidak mempergunakan hak
melawan puiusan pengadilan atau Hakim yang dijatuhkan diluar mereka hadir
atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang lebik
tinggi.

Apabila sesuatu pihak menghendaki kasasi dari sesuatu putusan, yang
dijatuhkan terhadapnya dengan tidak hadirnya, panitera dapat mengingatkan
pihak ity akan peraturan ini dan menganjurkannya untak mempergunakan hak
perlawanannya.

Apabila pihak itu masih tetap pada kehendaknya yang semula, maka
panitera tidak boleh menolak untuk menerima permohonan kasasi itu dengan
alasan bahwa permohonan ita memang tidak akan diterima jua.

Yang disebutkan akhir ini juga berlaku untuk perkara-perkara dalam
mana putusan dapat dimintakan banding.

Apabila tenggang untuk melakukan perlawanan atau pembandingan telah
lewat, maka tentu saja tidak betul jika kepada pihak yang berkepentingan
diberi nasehat untuk mencoba-coba dengan permchonan kasasi, seperti di
dalam praktek telah beberapa kali terjadi. Dengan pemberian nasehat'begitu
yang berkepentingan terpaksa (harus) mengeluarkan biaya-biaya vang t:dak
perhu, sebab permohonan kasasi itu tentu tidak akan diterima.

Pasal 112

Dalam hal yang menurut Pasal-pasal 16-19 pada putusan peéngadilan-
pengadilan dan para Hakim dalam perkara perdata boleh dimajukan
permtohonan pemeriksaan kasasi, maka para pihak dapat memasukkan
permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung,.

Pasal ini tidak memeriukan penjelasan.



Pasal 113

1. Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat
atau dengan lisan oleh pemohon atau wakiinya, yang sengaja dikuasakan
untuk memajukan permohonan itu, kepada panitera dari pengadilan atau
Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang
dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo
tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu
sesudah putusan yang kekuatannya sudah tetap, diberitahukan kepada
pemohon.

2. Permohonan itu oleh panitera tersebut ditalis dalam sebuah surat
keterangan yang ditanda tangani oleh panitera tersebut dan jika dapat
juga pemohon atau wakilnya, surat keterangan mana harus dilampirkan
pada surat-surat pemeriksaan perkara dan dicatat dalam daftar.

3. Permochonan itu harus selekas mungkin oleh panitera diberitahukan
kepada pihak lawan.

Seorang kuasa (wakil), pengacara juga, harus mengajukan surat kuasa
yang sengaja dibuat untuk keperluan permohonan kasasi, meskipun ia telah
mendapat pengangkatan sebagai pengacara.

Permohonan itu harus diajukan kepada panitera dari pengadilan atau
Hakim yang menjatuhkan putusan, yang dimohonkan kasasi. Apabila suatu
perkara diperiksa dalam dua tingkatan (tingkatan pertama dan tingkatan
pembandingan) acapkali pihak-pihak yang berperkara tidak mengerti kepada
panitera mana permohonan kasasi harus diajukan. Terutama apabila Hakim
yang lebih tinggi (umpamanya Pengadilan Tinggi) telah menguatkan begitu
saja putusan dari Hakim yang lebih rendah (Pengadilan Negeri), kerap kali
pihak vang berkepentingan mengira bahwa yang harus dimohonkan kasasi
ialah putusan Pengadilan Negeri.

Apabila suatu perkara diperiksa lebih dari dalam satu tingkatan, tentu saja
kasasi harus dimohonkan terhadap putusan Hakim vyang tertinggi. Agaknya
beberapa panitera tidak mengetabui tentang hal ini.  Setidak-tidakoya
Mahkamah Agung telah acap kali menerima pengiriman berkas-berkas perkara
dari Pengadilan Negeri dalam mana terdapat surat keterangan yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri yang menyvatakan bahwa kasasi telah dimohonkan
terhadap putusan Pengadilan Negeri. Akan tetapi daiam berkas perkara juga
terdapat salinan putusan banding dari Pengadilan Tinggi! Selanjuinya juga
pernahivkejadian bahwa Panitera Pengadilan Negeri membuat keterangan
bahwa suatu pihak mohon kasasi ternadap putusan bending Pengadilan Tinggi.
Dalam hal-hal sebagaimana disebutkan itu seharusnya Panitera Pengadilan
MNegeri menyuruh  yang  berkepentingan  berhubungan dengan Panitera
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Permohonan kasasi dapat diajukan
dengan secara tertulis, sehingga hal bahwa Pengadiian Tinggi terletak di



tempat lain, yang barangkati jauh dari tempat tinggalnya pemohon, tidak boleh
menjadi alasan untuk mengajukan permohonannya kepada Panitera Pengadilan
Negeri.

ROTRPURR sesudah puusan ..........c.o......... diberitahukan kepada
pemohon”. Apabila putusan diumumkan dengan hadirnya pihak-pihak yang
berkepentingan, maka hal ini berarti bahwa putusan itu telah diberitahukan
kepada kedua belah pihak. Menurut Pagal 194 Undang-undang Bumiputra
vang diperbaharui apabila Ketua Pengadilan Negeri telah menerima putusan
banding Pengadilan Tinggi, maka hal ini harus diberitahukan kepada kedua
belah pihak, pun juga bahwa mereka dapat membaca putusan dari Hakim vang
lebih tinggi itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berhubung dengan
peraturan kasasi pemberitahuan dengan cara begitu H#u tidak mencukupi lagi :
isi putusannya sendiri {dictumnya) harus diberitahukan kepada kedua belah
pihak., Pada beberapa Pengadiian Negeri hal ini acapkali tidak dilakukan,
sehingga timbul ketidak-tentuan tentang saat kapan putusan harus dianggap
sebagai telah mendapat kekuatan sah untuk dijatankan.

Apabila suatu permohonan kasasi tertulis masuk, maka keterangan
tentang penerimaamnya, yang menurui ayat (2) harus dibuat oleh panitera,
tidak perlu ditanda tangani oleh pemohon atau wakiinya. Mahkamah Agung
mengetahui bahwa dalam hal ini kebanyakan dafi panitera lalu memanggil
pemohon untuk menghadap (datang di Kepaniteraan perlu mengulangi
permohonannya secara lisan) dan baru membuatkan keterangan apabila
pemohon sendiri atau wakilnya telah menghadap, sehingga timbul kesan
seolah-olah permohonan kasasi baru diajukan (dan dengan secara lisan) pada
hari pemohon itu datang menghadap. Tidak perlu kiranya disini diterangkan
bahwa cara bekerja seperti ini tidaklah betul.  Meskipun barangkali
berkelebihan disini, perlu juga diperingatkan lagi, bahwa keterangan panitera
itu harus memuat hari dan tanggal penerimaan kasasi.

Sudah barang tentu panitera tidak boleh menolak penerimaan
permohonan kasasi, pun juga meskipun menurut pendapatnya tenggang untuk
mengajukan permohonan kasasi itu telah lewat, oleh karena hanya Mahkamah
Agung sajalah yang berhak menimbang apakah permohonan itu telah diajukan
tepat pada waktunya.

Akhirnya diminta perhatian bahwa keterangan dari panitera tersebut di
atas aslinya harus dilampirkan dalam berkas perkara dan bukan salinannya.
Tidak perfu ditakutkan akan kesukaran jika asli keterangan itu akan hilang,
sebab Panitera memang diharuskan mencatat isi dari keterangan itu dalam
suatu daftar dan lagi untuk keperluannya sendiri dapat menyimpan salinannya,

Peraturan dalam ayat (3) harus dipandang menurut pertaliannya dengan
apa yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (2}, Apabila alasan dari
permohonan kasasi tidak diajukan dalam tenggang yang ditentukan, maka
permohonan itu dianggap sebagai tidak diajukan. Akan tetapi pihak lawannya



juga tidak perlu diberikan tentang permohonan kasasi itu. Perkataan “selekas
mungkin® juga tidak berarti bahwa sudah pada hari yang berikutnya dari
penerimaan permohonan kasasi pihak lawan harus diberitahu tentang hal itu
(beberapa panitera bahkan melakukan pemberitahuan itu sudah pada hari
penerimaan permohonan kasasi). Lebih baik menunggu sampai pemohon telah
mengajukan alasan-alasan dari permohonannya itu. Pemberitahuan tentang
permohonan kasasi dan pemberitahuan tentang alasan-alasan permohonan itu
(memori kasasi) dapat diberitahukan bersama-sama. Pemberitahuan bersama-
sama ini ada pula faedahnya,

Pertama, dengan ini dapat dicegah pemberitahuan tentang permohonan
kasasi yang kemudian harus dianggap sebagai tidak diterima (jika pemohon
lalai mengajukan alasan-alasan dari permohonannya dalam 2 minggu). Kedua,
pemberitahuan yang dilakukan bersama-sama itu bagi pemohon juga ada
untungnya vaitu pengurangan biaya. Dan ketiga, pihak lawan betul-betul
mendapat waktu 2 minggu penuh untuk membuat memori balasannya.
Menurut Pasal 115 ayat (3) pihak lawan mempunyai hak, yaitu untuk
memasukkan memori balasan. Apabila permohonan kasasi telah diberitahukan
dengan tidak ada pemasukan memori lebih dahulu, maka akan dapat terjadi
bahwa hak tersebut tidak mungkin dipergunakan atau dipergunakan dengan
sempurna. Umpamanya : Suatu permohonan kasasi diajukan pada [ Agustus,
pada hari itu juga permohonan itu diberitahukan kepada pihak tawan, pada 15
Agustus sebelum waktu penutupan (jadi masih dalam tenggang) pemohon
mengajukan memorinya. Bagaimanakah pihak lawan di dalam memori
alasannya, yang ia harus majukan dalam waktu 2 minggu sesudah
pemberitahuan tersebut di atas, jadi juga pada tanggal 15 Agustus, dapat
melakukan perlawanan dengan baik terhadap permohonan kasasi itu (apabila ia
belum mengerti keberatan-keberatannya pemohon yang dikemukakan terhadap
putusan itu). Dan boleh jadi pula bahwa pemberitahuan it dilakukan
kepadanya, sesudah kepaniteraan ditutup.

Pasal 114

1. Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Mahkamah
Agung, maka permohonan pemeriksaan kasasi dapat dicabut kembali
oleh pemohon.

2.  Pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja.

Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 115

1. Pada waktu menyampaikan permintaan atau selambat-lambatnya dua
minggu kemudian, pemohon pemeriksaan kasasi harus memajukan
alasan-alasan permohonan kepada Panitera tersebut pada Pasal 113
ayat (1).

2. Jika apa yang disebut pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka
permohonan pemeriksaan kasasi dianggap tidak ada.



3. Pihak lawan berhak memajukan surat yang bermaksud melawan atau
menyokong permohonan itu kepada panitera tersebut pada ayat (1),
selambat-lambatnya dua minggu terhitung mulai pada hari berikutnva
hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi kepadanya.

Sebaiknya para panitera mengingatkan kepada yvang berkepentingan yang
mengajukan permohonan kasasi dengan lisan, akan kewajibannya untuk dalam
waktu 2 minggu mengajukan alasan-alasan permohonannya dan selanjutnya
memberitahukan akan akibat-akibatnya apabila hal itu tidak dilakukan,
Peringatan ini tidak perfe ditakukan terhadap penerimaan permohonan kasasi
tertulis.

Perkataan-perkataan dari ayat (1) pasal ini tidak menolak (melarang)
tafsivan bahwa pemohon bersama-sama dengan permohonannya kasasi dengan
lisan juga mengajukan alasan-alasannya secara lisan kepada panitera, Dalam
praktek seberapa boleh hal ini sebaiknya dicegah dengan menganjurkan
kepada pemochon untuk mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap
putusan yang bersangkutan dalam suatu memori.

Tidak disebutkan dalam peraturan (selain yang mengenal permohonaan
kasasi yang diajukan) bahwa juga alasan-alasan yang dikemukakan oleh
pemohon harus diberitahukan kepada pihak lawan. Di muka telah diingatkan
bahwa pihak lawan ini supaya dari pihaknya juga dapat mengajukan memori,
harus mengetahul keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pemohon.
Untuk pelaksanaan yang betul dari peraturan-peraturan kasasi maka memori
yang diajukan oleh pemohon seharusnya diberitahukan kepada pihal lawan,
vang sebaiknya, seperti telah diuraikan di muka, dilakukan bersama-sama
dengan pemberitahuan dari permohonan kasast,

Apakah sekarang arti dari ayat (2)?7 Apabila pemohon tidak mengajukan
alasan-alasannya permohonan kasasi, maka permohonan ini dianggap sebagai
tidak diajukan, jadi perkara tidak takluk pada pertimbangan Hakim-kasasi. Dan
pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Agung jadinya tidak perlu
dilakukan, Akan tetapi apa yang harus dijalankan di dalam hal-hal yang
meraguragukan. Umpamanya pemohon didalam memorinya hanya
mengemukakan : “Saya mohon kasasi oleh karena menurut pendapat saya
Hakim dengan mempertimbangkan, seperti yang telah dilakukan, telah
melanggar hukum” (dengan tidak memberitahukan selanjutnya peraturan
hukum mana pemohon menganggap telah dilanggar). Memenuhikah pemohon
seka-rang kepada peraturan dari ayat (1} atau tidak? Dapat orang mengerti
bahwa panitera A didalam sesuatu hal menjawab pertanyaan ini dengan tidak,
Panitera B didalam hal itu menjawab dengan ya. Panitera B jadinya akan
memberitahukan permohonan kasasi itu kepada pihak lawannya dan
mengirimkan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, sedang Panitera A
tidak. Perbedaan dalam pandangan dan tindakan ini tidaklah memuaskan,



maka dalam hal-hal seperti tersebut di atas menurut Mahkamah Agung
haruslah ia menetapkan peraturan sebagai berikut :

Dalam hal-hal yang meragu-ragukan, dengan tidak memberitahukan
permohonan kasasi yang diajukan kepada pihak lawan hendaknya panitera
mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung di dalam waktu 14 hari
sesudah penerimaan permohonan itu.

Pertimbangan apakah pemochon telah memenuhi pada peraturan-peraturan,
dilakukan oleh Hakim kasasi sendiri yang menyebabkan pemeriksaan dalam
perkara semacam itu jadi sama (uniform behandeling). Apabila Mahkamah
Agung berpendapat bahwa pemohon harus dianggap telah mengajukan alasan-
alasan permohonannya, maka pemberitahuan tentang permohonan kasasi
kepada pihak lawan masih dapat dilakukan. Hanya apabila tidak diajukan
memori sama sekali, maka pengiriman berkas tidaklah perlu.

Pasal yang bersangkutan menyebut “alasan-alasan” dari permohonan.
Akan tetapi telah dipenuhi akan peraturan itu apabila pemohon hanya
mengajukan satu alasan.

Kita telah mengetahui bahwa pihak lawan mempunyai hak untuk
mengajukan memori juga dari pihaknya dan bahwa ada faedahnya untuk
melakukan bersama-sama pemberitahuan dari permohonan kasasi dan memori
yang diajukan oleh pemohon kepada pihak lawan, guna memberi kesempatan
kepada pihak lawan untuk mempergunakan hak-haknya sepenuh-penuhnya.
Memori balasan tentu saja dapat ditandatangani dan diajukan oleh seorang
yang dikuasakan (wakil). Ada beberapa orang yang mengira bahwa wakil ini
tidak perlu mengajukan surat kuasa istimewa dan berdasarkan pendapat ini
atas hal, bahwa Undang-undang hanya menyebut tentang wakil yang sengaja
dikuasakan oleh Pemohon.

Pendapat ini tidak betul, sebab apakah sebabnya wakil (kuasa) dari pemohon
harus mengajukan surat kuasa istimewa dan wakii dari lawannya tidak.

Wakil dari pemohon maupun dari lawan harus sengaja dikuasakan untulk
keperluan itu, tidaklah perlu surat kuasa itu diajukan tersendiri. Apabila pihak
yang berkepentingan telah menyetujui dengan turut menandatangant memori
yang telah ditanda tangani dan diajukan oleh wakilnya, ini harus dipandang
telah mencukupi sebab dengan turut menandatangani itu dinyatakan pemberian
kuasanya.

Meskipun Undang-undang tidak menyebut-nyebut, akan tetapi dapatlah
ditafsirkan bahwa memori-balasan yang diajukan oleh pihak lawan harus
diberitahukan kepada pemohon. Azas umum dari hukum acara kit
memberikan kepada pihak-pihak timbal-balik hak untuk mengetahui apa yang
dikemukakan oleh pihak lawan kepada Hakim dan surat-surat apa telah
diajukan.



Pasal 116

Selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai pada hari berikuinya hari
menyampaikan permohonan pemeriksaan kasasi kepada panitera tersebut pada
Pasal 113 ayat (1), panitera ini harus mengirimkan turunan surat putusan atau
penetapan atau pembuatan lain dan surat-surat pemeriksaan serta bukti kepada
Panitera Mahkamah Agung, yang seketika harus menulis permohonan ini
dalam daftar dan memberitahukan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung,

Tenggang sebelum yang disebutkan dalam Pasal ini dalam beberapa hal
ternyata ada kurang, terutama apabila pihak-pihak tidak bertempat tinggal pada
tempat yang sama, sehingga untuk pemberitahuan harus  dimintakan
pertolongan dari Panitera Pengadilan lain. Maksudnya Pasa! ini ialah supava
Panitera selekas mungking mengirimkan berkas perkaranya kepada Mahkamah
Agung (sesudah memori balasan, yang dimaksudkan dalam Pasal 115 ayat (3)
telah diberitahukan kepada pemochon atauw sesudah tenggang untuk
mengajukannya telah lewat).

Inilah peraturan-peraturan mengenai acara kasasi dalam perkara-perkara
perdata yang penting untuk Panitera, Apabila di dalam praktek masih ada
kesukaran-kesukaran, yang tidak dapat diselesaikan dengan petunjuk-petunjuk
vang disebutkan di atas, dapatlah halnya diajukan kepada Mahkamah Agung,

Pembicaraan tersendiri dari peraturan-peraturan mengenai kasasi dalam
perkara pidana menurut Mahkamah Agung tidaklah perlu, oleh karena
peraturan-peraturan ini pada garis besarnya sama dengan yang dibicarakan di
atas, Pada akhirnya surat edaran ini akan dimuat bunyi dari peraturan-
peraturan itu, terutama untuk mereka, yang mungkin belum mempunyainya.

Alkhirnya akan dibicarakan dengan singkat 2 hal, yang tidak diatur dalam
Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, yaitu biaya-biaya dalam kasasi
dan izin untuk mengajukan permohonan kasasi dengan tidak berbiaya.

Berlainan dengan peraturan yang tersebut dalam Pasal 188 ayat (4)
Undang-undang Bumiputra yang diperbaharui mengenai keterangan untuk
membanding, dalam Udang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tidaklah
diharuskan bahwa pihak yang berkepentingan harus membayar sesuatu jumlah
yang tertentu sebelumnya keterangan yang dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2)
dibuatkan. Tetapi kepada para Panitera dianjurkan hendaknya mengusahakan
supaya biaya-biaya pemberitahuan tentang permohonan kasasi dan memori
kepada pihak lawan, maupun biaya untuk Mahkamah Agung (vang tersebut
terakhir untuk tiap perkara supaya direncanakan Rp. 25,00 vang kemudian
akan diperhitungkan) oleh pemohon dibayar bersama-sama dengan pemasukan
permohonan kasasi. Akan tetapi meskipun tidak ada pembayaran lebih dahulu
Panitera tidak diperbolehkan menolak untuk menerima permohonan kasasi
vang diajukan dengan lisan dan membuatkan keterangan vang bersangkutan,
sedang pada waltu menerima permohonan kasasi tertulis pembuatan
keterangannya juga tidak boleh menanti sampai pemohon telah membayar
biaya. Hanyalah supaya diusahakan hendaknya pemohon selekas mungkin



membayar biaya-biaya itu. Jumlah Rp. 25,00 tersebut di atas bersama-sama
dengan berkas perkara harus dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Oleh karena peraturan mengenai permohonan untuk pemeriksaan kasasi
dengan tidak berbiaya tidak dapat diabaikan, maka dengan pelaksanaan Pasal
131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, Mahkamah Agung merasa
perlu untuk menetapkan, bahwa barang siapa pada waktu mengajukan
permohonan yang dimaksudkan oleh Pasal 113 ayat (1) juga menyampaian
suatu surat keterangan miskin yang diperbuat oleh pembesar polisi di tempat
kediamannya harus dianggap mendapat izin dari Hakim untuk berperkara
dalam kasasi dengan tidak berbiaya ; juga lawannya yang menyampaikan
keterangan semacam itu pada waktu mengajukan memori balasannya dianggap
telah mendapat izin sebagai tersebut.

Bunyi (teks) peraturan mengenai kasasi dalam perkara-perkara pidana.

Pasal 121

Dalam hal yang menurut Pasal-pasal 16-19 pada putusan, penetapan dan
perbuatan pengadilan-pengadilan dan para Hakim dalam perkara pidana boleh
dimmajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka terdakwa atau Jaksa Agung
dapat memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Pasal 122

1. Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat
atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan
untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera pengadilan atau
Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan yang
dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo
tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu
sesudah putusan, yang kekuatannya sudah tetap diberitahukan kepada
terdakwa.

2. Permochonan ita oleh panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat
keterangan yang ditanda tangani oleh panitera tersebut dan jika dapat,
juga oleh pemchon atau wakilnya, dan pade surat keterangan ini harus
disertakan surat-surat pemerilksaan perkara dan juga dicatat dalam daftar.
Pasal 123
Jika Jaksa yang memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi, maka hal

itu harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa.
Pasal 124

1. Selama surat-surat pemeriksaan perkara belun dikirim ke Mahkamah
Agung permohonan pemeriksaan kasasi dapat dicabut kembali oleh
pemohon, dan jika dicabut, tiak dapat diulangi lagi.

2.  Pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja.
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Pasal 125

Pemohon pemeriksaan kasasi  harus  memajukan  alasan-alasan
permintaan, yaitu pada waktu menyampaikan permohonan atau selambat-
lambatnya dua minggu kemudian kepada Panitera tersebut pada Pasal
122 ayat (1). '

Jika apa vyang disebut pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka
permohonan pemeriksaan kasasi dianggap tidak ada.

Jika yang mohon pemeriksaan kasasi adalah Jaksa Agung, maka
terdakwa berhak memajukan surat yang bermaksud melawan atau
menguatkan permintaan Jaksa Apgung, kepada panitera tersebut pada
ayat (1), selambat-lambatnya dua minggu, terhitung mulai pada hart
berikutnya hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi
kepadanya.

Pasal 126
Selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai pada hari berikutnya hari

menyampaikan permohonan pemeriksaan kasasi kepada panitera tersebut
dalam Pasal 122 ayat (1), panifera ini harus mengirimkan turunan surat
putusan atau surat-surat bukti kepada Panitera Mahkamah Agung... -

dst.

MAHKAMAH AGUNG,
Atas nama Ketua,
.. Anggota tertua,

ttd
(Mr. R.S. Kartane'ga'ra) :

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.
(Mr. R. Subekti)

i1





